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ABSTRAK

Penelitian ini membahas Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur
Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan
Agama Teluk Kuantan). Ketertarikan penulis dalam membahas mengenai judul ini
berdasarkan atas fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten
Kuantan Singingi, yang mana terdapat beberapa.media lokal kabupaten Kuantan
Singingi memberitakan:bahwasanya sejak tahun 2018 s/d 2022 angka perceraian
di Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat yang mana media-media yang
memberitakan di antara nya Media Kuansing Terkini.com, riau bisa.com dan akun
instagram netizen kuansing. Dan penulis imenetapkan pembahasan dalam ruang
lingkup wilayah hukum Pengadilan’ Agama TelukiKuantan. Pokok permasalahan
yang di bahas pada skripsi ini adalah Bagaiman proses:pengajuan dispensasi nikah
dan alasan pengadilan agama memberikan dispensasi nikah di bawah umur.
Bagaimana dampak dispensasi nikah di bawah umur (pengadilan agama teluk
kuantan). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan dispensasi
nikah dan alasan pengadilan agama teluk kuantan memberikan dispensasi nikah
dibawah umur. Untuk mengetahui bagaimana dampak dispensasi nikah dibawah
umur (pengadilan agama teluk kuantan). Metode  yang di- gunakan dalam
penelitian ini_menggunakan metode empiris. Dengan melakukan wawancara
terhadap objek penelitian. Responden yang di wawancarai dalam penelitian
hukum ini adalah pihak pengadilan Agama Teluk Kuantan dan beberapa pelaku
nikah di bawah umur.

Hasil penelitian Berdasarkan penggabungan antara data serta fakta yang ada
dan wawancara-dengan beberapa responden pihak pengadilan dan juga pelaku
nikah di bawah. umur di’temukan bahwasanya' nikah di bawah umur akan
mengakibatkan dampak pada kehidupan-rumah tangga yang kurang harmonis
berujung pada hal yang tidak di inginkan yaitu peceraian.Usia penting bagi
seseorang yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan sehingga agar tidak
di temukan nantinya perceraian di dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci : Perkawinan, Dispensasi Nikah, Dampak Nikah Dibawah Umur,
Perceraian.
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ABSTRACT

This study discusses the Impact of Underage Marriage Dispensation on the
Divorce Rate (Analytical Study in the Legal Area of the Teluk Kuantan Religious
Court). The author's interest in discussing this title is based on the phenomenon
that occurs among the"people of Kuantan Singingi®Regency, where there are
several local media in Kuantan.Singingi Regency reporting that from 2018 to
2022 the diverce rate in-Kuantan Singingi Regency continues to.increase, which
media which reported among them the latest Kuansing terkini.com, riau bisa.com
and the kuansing netizen instagram account. And the author sets the discussion
within the scope of the jurisdiction of the /Teluk Kuantan Religious Court. The
main issues discussed insthis thesis are how the process of applying for a marriage
dispensation and the Teasons for the religious court to grant a marriage
dispensation-for minors. What is the impact of the dispensation for underage
marriage (Taluk Kuantan Religious Court). This study aims to determine the
process of submitting a marriage dispensation and the reasons for the religious
court of Teluk Kuantan to grant a dispensation for underage marriage. To find out
how the impact of dispensation for underage marriage (Taluk Kuantan Religious
Court). The method used in this study uses the empirical method. By conducting
interviews with the object of research. Respondents interviewed in this legal study
were the TelukKuantan Religious Court and several perpetrators of underage
marriage.

The results of the study Based on the combination of existing data and facts
and interviews with several respondents from the court and also the perpetrators
of underage marriage, it was-found that underage marriage will have an impact on
less harmonious household life feading-to things that are.not wanted, namely
divorce. Age is important for someone who will get married/marriage so that
divorce is not found later in domestic life.

Keyword : Marriage, Marriage Dispensation, Impact of Underage Marriage,
Divorce
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MOTTO

“Dalam keadaan apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu”

“Proses sama penting gka 2 i < apa. Yang penting
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang,.tiap masyarakat, tiap
lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan
kewajiban yang di berikan oleh, hukum: Setiap hubungan hukum yang diciptakan
oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi yang lain
adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban,sebaliknya tidak ada kewajiban

tanpa hak karena pada hakekatnya sesuatu pasti ada pasangannya.*

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya
merupakan suatu hal yang amat penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis
manusia. Untuk- memenuhi dan melengkapi kekurangan yang ada, hanya di
peroleh dari manusia lain yang. mempunyai kelebihan. Contohnya adalah dalam
berhubungan yang bersifat biologis seorang pria,hanya dapat di penuhinya dengan
menjalin hubungan dengan seorang wanita, dan hubungan resmi antara seorang
pria dan wanita yang lazim di sebut melalui lembaga perkawinan yang mengatur

berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan.?

Kawin menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) yaitu ikatan (akad)

perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.®

! Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Ke Dua, (Depok:Rajawali Pers,2017) h.125

2 Siti Maimunah,Skripsi,”Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di
Pengadilan Agama Tebing Tinggi”(Medan:UMSU,2019).H.1

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke-4
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 335.



Perkawinan bagi hukum fikih ialah adanya akad antara calon suami dan wali
kawin yang jadi halalnya bersentubuh antara istri serta suaminya dengan kalimat
kawin. Perkawinan identik dengan kata perkawinan. Kawin secara etimologis
mempunyai sebagian makna, ialah _berkumpul;-bersentubuh serta akad. Arti kawin
yakni persentubuhan, yang setelah itu secara majaz dimaksud akad, sebab

tercantum kedalam “karena” serta $‘akibat’s"

Pada suatu masa tertentu seorang pria maupun wanita timbul kebutuhan
untuk hidup bersama dengan manusia lain, yang berlainan jenis kelaminnya.
Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat
yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua bela pihak maupun
keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu di butuhkan suatu
peraturan yang mengatur hidup bersama itu, seperti syarat-syarat presmiannya,
pelaksanaannya,kelanjutannya.dan berakhirnya.hidup bersama itu. Hidup bersama
antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat
tertentu, disebut perkawinan.®

Ali Affandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang
mempunyai akibat yang luas di dalam.hubungan hukum suami dan isteri yang
dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.®

Menurut Subekti, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.” Menurut undang-undang

4 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016) h. 24

5 Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Shantika Dharma, (Bandung,
1984), h.10

& Ali Affandi, Hukum Waris,Hukum Keluarga dan Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum
Perdata, Bina Aksara,(Jakarta, 1986), h.93

" R Subekti, Pokok-pokok Dari Hukum Perdata, CV Pustaka Setia, (Yokyakarta, 1998),h.11



repoblik indonesia nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 1 menjelaskan

“perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan_ketuhanan.yang mahaesa”. Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan syarat-syarat perkawinan yaitu pada pasal 6

yang berbuyi:

1.

2.

Perkawinan harus di dasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia

21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak nya maka izin
di maksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari
wali,orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
darah dalam garis keturunan lurus.keatas selama mereka masih hidup
dan dalam kaeadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal adanya perbedaan pendapat dari orang-orang yang di sebut
dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan

perkawinan atas permintaan orang terebut dapat memberikan izin
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setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3)
dan(4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini

hendaknya 2 arena ia da I andan memelihara
kemaluan. Bara 3 & _ _- -_ _ berpuasa, sebab ia dapat
mengendali ' :

Pernika rkawi akan 2 : ang mana di
perbolehkan ‘ engery - /a rasulullah. Akan

tetapi memiliki sya g dijelaske asulullah di atas yang

mengemban kewajiban sebagai suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan.
Yang mana kewajiban dalam berumah tangga tidaklah sama dengan kehidupan
semasa lajang.

Walaupun sudah di jelaskan usia pernikahan dalam undang-undang nomor 1

tahun 1974 terdapat pengecualian bagi yang belum cakap untuk melangsungkan

8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAHUN 1974 Pasal 6
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perkawinan yang mana ini juga merupakan pembaharuan/revisi dari pasal 7
undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat pada

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi :

o
g
3. ria
"
[
jsungka
4, % eada
7

”
o

Perkawinan dalam islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan
melangsungkan perkawinan sudah balig,yakni anak-anak yang sudah sampai pada
usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi,maupun

pertimbangan mana yang baik dan mana yang buruk,sehingga dapat memberikan

9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7



persetujuan untuk menikah.'° Balignya seseorang perempuan bersifat relatif tidak
an sich dilihat dari usia,tetapi dilihat juga dari segi pisikologis, fisik dan juga dari
sudut kewanitaannya yaitu mensturasi. Kematangan jiwa merupakan salah satu
pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini. dikarenakan agama
menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari
keturunan orang-orang yang kuat fisik-dan mental nya. Di samping itu, di dalam
berkeluarga harus memiliki kesiapan mental dan_fisik. untuk memikul beban

sebagai ibu dan ayah yang memimpin rumah tangga.*

Berdasarkan fenomena yang terjadi di wilayah hukum pengadilan agama
teluk kuantan didapati terjadinya suatu peningkatan. angka perceraian,data
dipengadilan agama teluk kuantan pada tahun' 2019 jumlah kasus peceraian
sebanyak 560 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 605 kasus.
Sementara sejak bulan januari,..hingga mei 2021, tercatat sudah 273 kasus yang di
tangani pengadilan agama teluk kuantan januari hingga mei 2021 angka
perceraian di kabupaten kuantan singingi mencapai 273 perkara peceraian “ kata
ketua pengadilan agama teluk kuantan melalui wakil ketua kamis (20/05/2021).

Mayoritas akibat masalah ekonomi.*?

Selain itu penulis melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan
masyarakat tempat tinggal penulis bahwasanya penulis merasa bahwa angka
pemohon nikah di bawah umur (dispensasi nikah) sesuai dengan undang-undang

nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan

10 M. Abdul Mujieb, et.all, Kamus Istilah Fikih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),h 37.
1 Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, H 402.
12 Kuansingterkini.com



berusia 19 tahun pula,penulis menemukan adanya peningkatan permohonan
dispensasi nikah kepengadilan agama teluk kuantan, yang mana data sejak tahun
2018-2020 memang benar adanya peningkatan data yang ditemukan pada tahun
2018 terdapat 2 perkara pemohon dispensasi-nikah, pada tahun 2019 terdapat 21
perkara.pemohon dispensasi nikah dan pada tahun 2020 terdapat 76 perkara
pemohon dispensasi nikah di pengadilan agama teluk kuantan.*® Peningkatan yang
yang terjadi bukanlah hal yang wajar,dari tahun 2018 ke 2019 terdapat sekitar 9
kali lipat penambahan dari tahun sebelumnya. Dan dari tahun 2019 ke 2020

terdapat sekitar 3 kali lipat penambahan dari tahun sebelumnya.

Merujuk dari peningkatan angka perceraian yang.mecapai angka 605 kasus
pada tahun 2020 itu merupakan bukan lagi angka perceraian yang kecil akan
tetapi dapat dikatakan sangat besar, dan seiring dengan itu permohonan dispensasi

nikah sejak tahun 2018-2020:juga mengalami peningkatan secara pesat.

Selain itu penulis juga menemukan kasus perceraian nikah dibawah umur
yang dilihat secara nyata dilingkungan tempat tinggal penulis, miris rasanya
melihat pelaku nikah dibawah umur yang awalnya siswi dan siswa salah satu
sekolah menengah kejuruan disalah.satu sekolah di kec. Logas tanah darat kab.
Kuantan singingi yang mana laki-lakinya masih berumur 18 tahun masih kelas 3
SMK dan perempuan masih berumur 17 tahun kelas 2 SMK ,atas keinginan yang
mungkin ada faktor disebaliknya sehingga keduanya putus sekolah dan memilih
melangsungkan pernikahan,akan tetapi tidak berlangsung beberapa bulan umur

perkawinan dan pada akhirnya bercerai. Atas permasalahan tersebut menurut

13 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2018,2019 dan 2020
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penulis patut dikaji dalam sebuah penelitian, dan penulis mengangkat judul
mengenai hal tersebut yang berjudul: “DAMPAK DISPENSASI NIKAH

DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI

ANALISIS DIV AGAMA TELUK

KUAN ‘
pengadilan

adilan agama

C.

adalah untuk
memenuhi s dapat kan gelar
serjana huku g d dapat hendaknya
dapat berguna k \ya.untuk halayak banyak,
dan dapat menjadi dan penulis hendak nya.

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas,karena
hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Tujuan

penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pertanyaan yang
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kongret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi dibandingkan
di korelasikan dalam penelitian tersebut.*

1) Untuk mengetahui proses pengajuan dispensasi nikah dan alasan

bagi pembaca
pedoman serta
umur

di bawah umur

Sejauh pengamatan penulis, antara lain dilakukan oleh :

a. Ainur Rofiqoh, IAIN Ponorogo, 2017, “Dampak Pernikan dibawah
Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa

Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)®®. Dalam penelitian ini

14 Bambang sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h 109

' Ainur Rofigoh, TAIN Ponorogo, 2017, “Dampak Pernikan dibawah Umur Terhadap
Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedung Banten Kec. Sukorejo Kab.
Ponorogo)
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peneliti menjelaskan mengenai dampak pernikahan dibawah umur
terhadap kesejahteraan rumah tangga. Dengan metode penelitian

kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu

nikahan dini-s

L IS A My

\.3) )

Zuhri, 2021,

SRR AR

ate
W =

Binangun Kec.

ini  menjelaskan
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J
=
o
)
>
({e]
o
5
S
9]
@
o
o
%)

2. Tinjaun Teori
- Pengertian Hukum
Hukum yang mengandung pengertian sebagai deskripsi mengenai apa yang

seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan merupakan aturan perilaku

16 Safa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, Unuversitas Padjadjaran, 2021, “Dampak
Pernikahan Dini Terhadap Reproduksi”

7 Anisa Rahmatika Nurazizah, UIN prof.K.H.Saifudin Zuhri, 2021, “Dampak Perkawinan Dini
dbawah Umur Terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studikasus di Desa Binangun Kec.
Binangun Kab. Cilacak)
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yang ditunjukkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam bahasa
latin disebut ius,prancis loi,belanda wet,jerman gesetz dan bahasa Indonesia

hukum.

dalam kenyataan.8

- Pernikahan

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan sebutan
perkawina. Dalam bahasa indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin”
yang dalam bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,melakukan

hubungan kelamin atau bersentubuh. Istilah kawin digunakan untuk

18 Zainal asikin, Pengantar llmu Hukum Edisi Ke Dua, (Depok:Rajawali Pers,2017) h. 14

11



hewan,tumbuhan dan manusia. Bedah dengan nikah,hanya digunakan untuk
manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat
dan terutama agama,akan tetapi penggunaan kedua nya sudah menjadi kata
yang baku« dalam  penggunaan _bahasa “indonesia (pernikahan atau
perkawinan).**- Menurut Abdul Muhaimin As’ad nikah adalah akad antara
calon suami dan istri untuk-memenuhi hajat nafsu seksnya yang diatur menurut
tuntunan agama islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagaimana
suami dan istri.?® Akad adalah suatu benntuk perbuatan hukum atau di sebut
dengan tassharuf. Mustafa Az-zargah, mendefenisikan tassharuf adalah “segala
sesuatu  (perbuatan) bersumber dari kehendak seseorang dan syarah’
menetapkan sejumblah akibat hukum (hak dan kewajiban).?*

Dengan melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang
memperbolehkan seorang laki-laki dan, seorang perempuan melakuakan
sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan,maka dapat dikatakan bahwa
hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dilihat dari
sifat nya sebagail sunnah Allah swt dan sunnah rasulullah,tentu tidak mungkin
hukum asal hanya semata.mubah. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa
melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah
berlangsungnya akad perkswinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan

menjadi mubah.

19 Muhsmmad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Makassar:Alauddin
University Press, 2013) h.9-10

20 Sabri Samin, Figih Il (Makassar: Alauddin Perss,2010) h.2.

21 Gemaka Dewi, Wirdianingsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia
(Depok:prenadamedia group,2005) h.46

12
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- Dispensasi nikah
Dispensasi,bahasa  inggrisnya “Dispentation”,  berarti pembebasan

pengecualian atau potongan. Menurut kamus ilmiah dispensasi adalah

€ ‘ Ja dengan lawan

‘& ﬁp bahwa dispensasi
Se0rs 5 menikah namun
didalam undang-

enikah namun masih

permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama sebagai berikut:
1) Surat permohonan
2) Foto copy KTP orang tua/wali yang bersangkutan
3) Foto copy kartu keluarga pemohon
4) Foto copy akte kelahiran/KTP anak

5) Foto copy KTP/akta lahir calon suami/istri

13
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dibawah u
dispensasi

permohonan

6) Foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan atau keterangan masih

sekolah dari sekolah anak

7) Foto copy penolakan dari kantor urusan agama kecamatan

Supaya mé ) . a | bih fokus dan

terarah tida r kemana-mana n { Si_masalah-masalah

penelitian ’ eni in  angka AN 3 spensasi nikah

Metode

Sebelum g ene ikan nya suatu metode
penelitian yang ma .-% ‘ i penelitian terarah dan memiliki

sumber yang jelas dan tida C apahaman atau salah tapsir baik
bagi peneliti maupun pembaca halayak banyak nantinya,agar terwujudnya hal di
atas maka peneliti harus menetapkan metode penelitian yang akan dilaksanakan
terlebih dahulu. Secara garis besar metode penelitian di gambarkan sebagai

berikut:

22 ywww.pta-pontianak.go.id

14



1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tulis di atas, maka dengan
itu penelitian ini di kategorikan sebagai Penelitian Empiris.

Penelitian'empiris merupakan metode penelitian atau pengumpulan data
yang dilakukan dengan proses logis untuk dapat mendapatkan jawaban dari
pertanyaan atau masalah:'yang |diajukan. Pengertian empiris sendiri
merupakan suatu  istilah dalam filsafat untuk menjelaskan mengenai
pengalaman atau sumber pengetahuan. Artinya, penelitian empiris yaitu
jenis-jenis penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari data-data
lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga
hasil observasi. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis
perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosial masyarakat yang
selalu berinteraksi dan-berhubungan dengan masyarakat.

Selain itu, penelitian empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil
dari perilaku manusia yang berupa peninggalan baik peninggalan fisik
maupun arsip.  Penelitian empiris ini juga biasanya menjelaskan tentang
sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti
yang nyata dan meneliti cara kerja di lingkungan masyarakat. Biasanya,
jenis-jenis penelitian ini atau jenis penelitian empiris ini berkaitan dengan
kehidupan masyarakat secara dalam. Sehingga tak heran jika banyak orang
menyebutnya sebagai hukum sosiologis. Penelitian empiris ini juga biasanya
diambil dari berbagai fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah, dan

di instansi lainnya.

15
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Untuk mengumpulkan data pada jenis-jenis penelitian empiris, bisa
dilakukan dengan tiga teknik yang bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun
dilakukan bersamaan sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data yang bisa

tau kuesioner, atau

ini, penulis
Agama Teluk
ilayah hukum
rmasi yang di
ngi sejak tahun

pula mengenai

pihak pengadilan Agama Teluk Kuantan dan beberapa pelaku nikah di
bawah umur.
“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut”. Jadi dalam penelitian ini, penulis tidak mungkin

mengambil sampel dari keseluruhan pelaku Nikah di bawah umur/nikah

3 http://penerbitdeepublish.com/

16
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dengan mengajukan dispensasi nikah yang berjumlah 236 pelaku nikah di

bawah umur. Teknik pengambilan sampel menggunakan probably sampling

dengan simple rondom sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dari

populasi k i di ap h
-
No. Si
1.
antal
2. | Pela I
0
5. Datad ta =
a I er .:'i .\-.i“:
itia

terda
pening sp
o L]
nya mulai i
yang di butuhkan is da

b. Data skunder

aga a 2
S

S Ket

Wawancara
langsung

e | Wawancara
langsung

tahunan pengadilan
na di dalamnya
ntan singingi dan

umur setiap tahun

serta data- data lainnya

isan skripsi nantinya.

Yakni melengkapi data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan

dengan mengkaji dan menelusuri literatur yang tepat baik berdasarkan

dari buku-buku, kitab fiki,majala,jurnal-jurnal, berita media lokal dan

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung. HIm.118, 2008)
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fenomena yang ditemukan penulis dalam kehidupan sehari-hari serta hal

lain yang berkaitan dengan pembahasan yang di teliti.

6. Alat Pengumpulan Data

am penelitian

asi ke lapangan

g\ & .}

an pihak yang

Wy

dilakukan terhadap data yang yang di dapat lalu diolah dengan
menggunakan uraian-uraian untuk memeberi gambaran,sehingga menjadi
sistematis menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang ada
dianalisis sehingga dapat membantu menjawab berdampak atau tidaknya
didpensasi nikah dibawah umur terhadap angka perceraian diwilayah hukum

Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi.

18
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8. Metode Penarikan Kesimpulan
Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan

kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang

g pertama

dengan jalan

makna yang

pengumpulan data yang di lakukan yaitu ndengan cara observasi wawancara
pihak pengadilan agama. Studi ini bertempat di Pengadilan Agama Teluk

Kuantan Kab. Kuantan Singingi.

19
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BAB 11
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan dan perceraian

kehidupan manusia. la bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap

manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi
tidak sempurna dan lebih dari itu,menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt.,

telah menciptakan makhluknya secaraberpasang-pasangan.

25 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia,Presentasi Pustaka, Jakarta,2006,
him.106
%6 Muhammad Fadhilah, Menikah Itu Indah, ( Yogyakarta: Solusi Distribusi, 2014) him.5

20



Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan
merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan

perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.?’ Pada hakekatnya

awinan itu
:-E suami istri
-
"g amis. Tak satupun
Er tanpa adanya
B O
E— f mpuan sebuah
& =5
= imah tangga salah satunya
2 =
g B gdengan tegas di
2
2 B rkawinan hanya
-,
o 2
©w = ahwa perkawinan
e
:T - bahwa suami dan
=
E pantu membantu. Meski
E awinan, ilmu hukum berusaha
o
=

membuat definisi perkawinan sebagai ikatan seorang pria dan  seorang
wanita yang di akui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan

untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.?®

27H. Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan (Jakarta: Kencana Mas
Publishing House, 2005), h. 18.

28 Andi Syamsu Alam,Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan, (jakarta:kencana mas,2005)
him.16-17

29 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia,Bndung,2015,him. 132
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Dalam pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
menjelaskan mengenai pengertian perkawinan. “perkawinan adalah

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

r 19 (senbilan
6 (enam belaas)

dapat di minta

tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974. Dengan bunyi
psal 7 ayat 1 perkawinan anya di izinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 tahun ( sembilan belas ) tahun ayat 2 dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana dimaksud pada

ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua piak wanita dapat diminta

%0 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7

22



dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak desertai
bukti-bukti dan dukungan yang cukup, ayat 3 pemberian dispensai oleh
pengadilan sebagaimana dimasud pada ayat (2) wajib mendengarkan
pendapat« kedua belah. calon mempelai yang akan melangsungkan
perkawinan. Ayat 4 ketentuan-ketentuan menganai keadaan seorang atau
kedua orang tua calon. mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (3) dan ayat(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan
dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak
mengurangi ketentuan sebagiana diamksud dalam pasal 6 ayat(6) .*
Seperti halnya pencatatan perkawinan , dalam figih tidak pernah
dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki
maupun perempuan. Namun, hal ni tidak beranrti bahwa undang-undang
negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai batasan usia
perkawinan ini. Bahkan, dalam beberapa riwayat justru disebutakn
bahwa rasullah saw. Menikahi aisyah ketika ia berumur kurang dari 7
tahun fakta sejarah inilah yang kemudian.menyulut perdebatan cukup
serius dikalangan ulama.mengenai.bagaimana status menikahi anak kecil
atau dibawah umur dalam pandangan islam. Seperti dijelaskan al-
marwazi dalam ikhtilaf al-ulama terutama kalangan abl al-ilm, sepakat
bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-
laki ataupun perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan

(khiyar) ketika dewasa. alasannya adalah bahwasanya rasulullah SAW.

31 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Menikahi aisya ketika ia berumur 6 tahun dan hidup bersama pada umur
9 tahun. Hal ini pun di bolehkan oleh para sahabat, seperti umar bin
khatab, ali bin babi talib, ibnu umar, zubair, bin kudama bin mas’un dan
ammarahs Perkawinan-usia muda ini-sangat terkait.dengan hak orang tua
wali utuk menikahkan anaknya, tanpa di sertai kemauan anak itu sendiri
dalam beberapa kasus'7di: mesyarakat, karena salain hubungan
kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang tua sering kali
menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan anak
saudaranya sejak masih belia. Bila dilihat lebih teliti pernyataan al-siba’i
yang mengutip al-qulyubi dapat dia artiakan bahwa islam tidak pernah di
menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki
untuk menikah namun pelaksaaan pernikahan tersebut sangnat terkait
dengan tujuan_dan-hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula
kiranya yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang perkawinan
ketika menguraikan maksud dari pasal 7 bahwa untuk menjaga kesehatan
suami istri dan Kketurunan, perlu ditetapkan batas-batas umur utuk
perkawinan. Dalam konteks ni, pengertian perkawinan telah melampaui
interpretasi  kitab-kitab klasik yang hanya menekankan bolehknya
hubungan badan antara laki-laki dan peraempuan (al-wath). Sementara
dalam undang-undang perkawinan dinyatatkan bahwa perkawinan
sebagai ikatan lair dan batin atau suami istri untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, layaknya suatu interpretasi nilai yang

diberikan oleh masyarakat yang tengah dilanda oleh moderisasi.
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Ketentuan menganai batasan usia nikah ini menjadi penting karena
beberapa hal yang melatarinya, terumata terkait dengan hak-hak

perempuan dan anak itu sendiri.?

C

vg,\%@

ot
C
g
i
o
5
[

luy)
8 % g
T

- Batas usia kawin

Bagi orang orang Indonesia asli dan Arab yang beragama Islam, Tiada
Batas untuk kawin, melainkan apabila telah masuk ke dalam kategori
balik. Sebab tidak jarang ditemukan seseorang yang sudah mencapai usia

tua sekalipun, namun tidak ada jaminan ia telah balik. Boleh jadi ia

32 Dr.Ahmad Tholabi Khalie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika,2019) him. 200
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termasuk kelompok orang yang minderjarig (orang-orang di bawah
perwalian/ pengawasan, karena terganggu pemikiran nya atau lemah

ingatannya dan lain-lain). Dalam hal ini maka tidaklah dilarang

orang-orang Indonesia asli Kristen dari Kepala daerah provinsi bagi
orang-orang Tionghoa dan Eropa dari Menteri Kehakiman tentang hal ini
sekarang ada penegasan dalam pasal 7 ayat 1, dari. " undang-undang

tentang perkawinan," yang menentukan batas usia 19 tahun untuk pria

dan 16 tahun untuk wanita, dengan kemungkinan dispensasi oleh

26
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pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak

pria maupun pihak wanita ( ayat 2).

- Asas monogami

dapat penegasan di

v
ala
'a
o
anya
Pl
[ 4

e Sisuami (istri) Dari perkawinan yang terdahulu.

Si suami ( istri) Dari perkawinan yang sekarang

Para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas

Mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu

Jawaban kejaksaan.

27



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

- Asas izin dari orang tua

Di kalangan orang-orang Islam Indonesia asli dan Arab Ada ketentuan

bahwa bagi orang-orang perempuan selalu dan bagi orang-orang laki-laki

AT

S

Anak laki-laki da

Asas-asas Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

o Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,

33 Abd Talib,Admiral,Hukum Keluarga Dan Perikatan(Pekanbaru: UIR Press 2008),hlm.53,54,55,56
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agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

o Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah

hidupan seseorang

am surat-surat

dipenuhi  berba ersyaratan entu dan diputuskan oleh
pengadilan.
o Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu
harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami
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isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan
mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah

bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk

jika

ini menganut
raian.  Untuk

tertentu serta

suami isteri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan
berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang
terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut
hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu
hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku

ketentuan yang ada. Dalam paparan lain, kita dapat mengetahui
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beberapa asas perkawinan. Asas — Asas Perkawinan. Dalam Undang-
undang perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas

mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

ndang Pe anut asas monogami,

o | NSRS ",
e.’ anya boleh
bl

pria _hanya

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) HEBHBZISIICIJE)(I
NI disay yejepe i uawnyo(g
E
=)
S

b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh

syariat.®

34 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Sinar
Grafika, Jakarta, 2006), h. 185
3% Abd Talib dan admiral,Op.cit.,hIm.15
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- Rukun nikah
Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu

melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan ke dalam syarat formil

ak akan terjadi
suatu awinan bi : kan berlangsungkan

masing-masing

Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan
harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Bagi laki — laki:
o Beragama Islam

o Terang laki-lakinya( bukan banci )

% 1bid
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o tidak terpaksa ( dengan kemauan sendiri)

o Tidak beristri lebih dari 4 orang

o Bukan mahramnya Bakal istri

pah li‘an) oleh

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 6

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

37 Abd Talib dan admiral,Op.cit.,hlm.18,19

33



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang

tua.

i ‘ neninggal dunia atau
\;‘- .9@‘ 3, maka izin
ﬂ i orang tua
" |

daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan
atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih
dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3)

dan(4) dalam pasal ini.
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6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke
atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua

dan antara seorang dengan saudara neneknya;
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c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

bibi atau

i lebih dari

Pasal 11

1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu
tunggu.
2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur

dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.
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Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan

tersendiri.®

ey

dalam masyarakat yang

didasarkan pada rasa c adap sesama. Dengan melakukan
perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan
menghormati sunnah rasulnya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat

terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan

ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya.3®

38 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 6,7,8,9,10,11,12 Tentang Syarat-Syarat
Sah Nya Perkawinan
39 Abd Talib dan Admiral,Op.Cit.,HIm.14
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Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui

dari ketentuan beberapa pasal dan penjelasan umumnya. Dalam pasal 1

Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan ialah “ikatan

- Untuk memperoleh keturunan yang sah

- pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan itu bersifat kekal dan
tidak berakhir dengan perceraian.

Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut maka dalam Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 termuat beberapa asas dan prinsip-prinsip penting
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yang berkenaan dengan perkawinan. Asas—asas dan prinsip-prinsip ini telah

disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas dan

prinsip tersebut adalah:

e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia

kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip
mempersulit terjadinya perceraian.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam

pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu
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dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh

suami isteri. Didalam buku figh munakahat yang ditulis oleh Slamet

Abidin dan Aminudin.*°

AL AN,

slam meskipun

3 tidak ada jalan

i XY

aian juga hanya

<i-laki lebih sabar
dibandingkan enahan amarah ketika
keduanya sedang te ayyid Sabig, salah satu efek

terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah
tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis.
Dalam Khazanah figih Islam, karena adanya hak bagi perempuan untuk
meminta perceraian oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang

diakui dalam Islam:

40 Ali Khafit,Skripsi,Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Trenggalek
(Ponorogo:1AIN Ponorogo,2018)HIm.26,27,28
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a. Perceraian karena kematian suami atau istri

b. Talak yang berasal dari pihak suami

c.Al-ila

Faktor ketidakcocokan
Faktor perkawinan di bawah umur

Faktor perbedaan intelektual

D N N N N

Faktor politik .2

“LAhmad Tholabi Kharlie,Op.cit.,him.228,229
42 Ahmad Tholabi Kharlie,Op.cit.,hIm.236
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Suatu fenomena menarik dari kasus perceraian di indonesia beberapa
tahun terakhir ini adalah meningkat nya kasus perceraian yang di ajukan
oleh istri, yakni cerai gugat hampir 70% perceraian yang terjadi beberapa
tahun terakhir justru karena istri_menalak suami. Jumblah ini bertolak
belakang dengan fakta sebelum reformasi di mana sekira 70% perceraian di
sebabkan suami yang menalak istri.*

B. Tinjavan Umum Mengenai Dispensasi. Nikah. dan™ Serta Alasan

Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan dispensasi Nikah

Islam mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash al-Qur’an
dan as-Sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait umur minimal
seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama Figih Klasik juga tidak
memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur. (baligh) tersebut.
Secara global Ulama Figih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara
kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang
manifestasi kedewasaan dalam bentuk batas umur.30 Akan tetapi menurut
mayoritas ahli figih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan
tahun maka batasan usia minimal dalam.pernikahan adalah 15 Tahun, sedangkan
Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia adalah 17/18 Tahun.**

1. Dispensasi Nikah

Di Bawah umur adalah istilah yang digunakan kepada anak yang belum
genap usia dewasa atau belum mencukupi umur 19 Tahun sebagaimana

yang diatur dalam Undang-Undang. Anak menurut bahasa adalah keturunan

43 |bid
4 Husein Muhammad, Figh Perempuan, (Cet 11 Yogyakarta:Lkis, 2002), hlm.90
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kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dikatakan, bahwa
anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan_martabat.sebagai manusia seutuhnya.**Anak
adalah bagian dari generasi muda sebagai salahsatu sumber daya manusia
yang merupakan potensi, dan ‘penerus scita-cita perjuangan bangsa, yang
memiliki peran Startegis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi,
selaras dan seimbang*®

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah
namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan
oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya
tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui
proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi
perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah -ini merupakan kelonggaran
hukum bagi mereka yang tidak' memenuhi syarat sah perkawinan secara
hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan
kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Mengenai
dispensasi nikah ini tentu ada perbedaan pendapat dalam memahaminya
karena antara hukum islam dan hukum positif yang telah ditetapkan oleh

pemerintah tentu berbeda. Hal ini tentu membingungkan bagi kita yang

45 M. Nasir Djamal, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him.8
46 Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), him.1
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awam ini, apakah antara hukum islam dan hukum positif mengenai
dispensasi ini selaras atau betolak belakang atau saling melengkapi satu
sama lain? Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan
memaparkan® pemahaman.saya mengenai titik singgung dispensasi nikah
dalam perspektif hukum islam dan perspektif hukum positif. Dalam hukum
islam tidak ada yang menjefaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah
dalam fikih pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki
maupun perempuan yang ingin menikah. Tidak adanya batasan usia nikah
ini bukan berarti islam memperbolehkan untuk menikah dibawah umur,
karena syarat dalam hukum islam bagi laki-laki maupun perempuan yang
ingin menikah yaitu harus sudah baligh yang mana aturan baligh bagi
perempuan dan laki-laki tentu berbeda dan umur dari setiap orang yang
baligh juga berbeda hal,intlah yang menjadikan banyaknya ulama figih yang
berbeda pendapat mengenai usia baligh bagi laki-laki atau perempuan.*’
Perkawinan di bawah umur dapat dibagi dua macam, pertama
perkawinan di- bawah umur dengan orang.dewasa, kedua perkawinan
sesama di bawah umur.Menikahi anak.di bawah umur oleh orang dewasa
cenderung dianggap tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa
merusak cara berpikir dan masa depan anak.’® Sedangkan perkawinan
sesama di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang

berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa

47 Pa-pulangpisau.go.id
48 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet II. PT.RinekaCipta, Jakarta, 1994
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depan anak dimaksud.*® Karena sebab itulah Peran orang tua sangat penting,
orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan Anak, namun
dia juga sebagai pemegang amanah. Anak merupakan generasi penerus
bangsa yang-harus dijaga.dan dilindungi; karena dalam diri anak melekat
harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang seharusnya dilindungi,
karena anak adalah harta-kekayaan 'yang paling berharga dibandingkan
kekayaan harta benda lainya.>® Meskipun demikian, perkawinan di bawah
umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi
perkawinan dibawah umur.
2. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir oleh orang tua
dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun
perempuan. Permohonan_dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-
sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup
umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan
dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat,
atau wali anak yang akan.diberikan. dispensasi kawin. Dispensasi nikah
merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum
mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa

mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses

49 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta: PT Prenadamedia
Group2018), him.4

%0 Meilan Lerstari,Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan,02(feb),2017,Uir Law Review,hlm.1 tersedia di
https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553
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persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.
Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi

mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif,

dl. lﬂﬂ eri dan orang
Foet
disan kan  hakim  terkait

calon suami/isteri. Hakim harus mempertimbangkan keterangan para pihak.
“Hakim yang tidak mendengarkan keterangan para pihak mengakibatkan
penetapan batal demi hukum,” demikian bunyi Pasal 13 ayat (3) Perma
5/2019 ini.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim perlu mengidentifikasi anak

yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana
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perkawinannya, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak

melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan

paksaan psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk

mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim dengan
persyaratan tersebut, setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi

kawin.%!

®1Sugalilawyer.com
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3. Syarat — Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah
a. Surat Permohonan Dispensasi Kawin yang ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Diketik rapi dikertas Ukuran A4

p 1, dileges di

e.

f n atau Akta Kelahiran
gkap 1, dileges di kantor pos

g. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas calon Suami/Istri dan atau Akta

Kelahiran calon suami/istri, rangkap 1, dileges di kantor pos
h. Fotokopi ljazah Pendidikan terakhir atau Surat Keterangan Masih
Sekolah anak yang dimohonkan Dispensasi dari sekolah anak,

rangkap 1, dileges di kantor pos
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i. Membayar Panjar Biaya Perkara.>?
4. Alasan Pengadilan dalam Menetapan Permohon Dispensasi Nikah

Pasal 17 Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan hakim dalam penetapan
permohonan: dispensassi..kawin mempertimbangkan. perlindungan dan
kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan;
hukum tidak tertulis dalam {bentuk-nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan
rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/atau
perjanjian internasional terkait perlindungan anak.>®

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi
kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudaratan, kemudaratan
yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan
kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.
Majelis Hakim seringskali menerima permohonan dispensasi kawin karena
memandang  bahwa kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi
perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudaratan yang terjadi
akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan
(al-nasl) serta kehormatan (al-‘irdl).-kedua calon mempelai tersebut.
Pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam/legal reasoning) yang dikemukakan
oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin
dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta
hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua,

kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

52 pa-telukkuantan.go.id
%3 Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 5 tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
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Pada sisi lain, jika dilihat lus Constitutum yang berlaku di Indonesia,
menghendaki agar pernikahan tidak terjadi di usia anak-anak. Hal demikian

terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang

anggaran terhadap

an kemudaratan.

terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan

mengalami darurat pernikahan anak yang tentunya hal demikian akan

54 Mahkamah Konstitusi, ,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017° (2018);

Nur Suhra Wardyah, ,Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia, diakses

1 juni 2022, https://www.antaranews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-
19-tahun-disahkan-di-indonesia.
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menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%°

5. Tinjauan Umum Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Peningkatan

enjadi - pemabok, pemadat,

membahayakan terdapat pihak ysng lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

istri.

55 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
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6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.®®

maka suami boleh menegurnya. Menurut data yang didapatkan
Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 terdapat
278 kasus perceraian disebabkan oleh faktor perselisihan dan
pertengkaran terus menerus kemudian pada tahun 2018 terdapat

502 kasus perceraian. Pada tahun 2017 perceraian anak yang

%6 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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menikah dibawah umur terdapat 21 kasus perceraian yang terdapat

9 kasus perceraian anak yang menikah dibawah disebabkan oleh

perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan tahun

oleh faktor meninggalkan salah satu pihak kemudian pada tahun
2018 terdapat 178 kasus perceraian.Pada tahun 2017 perceraian
anak yang menikah dibawah umur terdapat 21 kasus perceraian
yang terdapat 5 kasus perceraian anak yang menikah dibawah
disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak Sedangkan tahun

2018 terdapat 22 kasus perceraian yang terdapat 7 kasus perceraian
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anak yang menikah dibawah umur disebabkan oleh meninggalkan
salah satu pihak.

- Faktor ketiga yaitu ekonomi suami wajib memberikan biaya

a_sakit. Pihak suami

harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi nikah,
kemudian lantas tidak merasakan kecocokan bersama pasangannya,
sehingga mengajukan lagi gugatan perceraian di Pengadilan Agam.
Dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur perceraian

sebagaiamana yang ada dalam pernikahan. Semua yang telah

57 Skripsi Siti Maimunah,Skripsi,”analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di
Pengadilan Agama Tebing Tinggi”(Medan:UMSU,2019).him.53
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menikah meskipun belum cukup umur telah dianggap sudah
dewasa di mata hukum. Sehingga jika ingin bercerai meskipun baik

wanita belum mencapai umur 16 tahun atau laki-laki belum 19

‘5
@.
e 3
% K
¢

o |

sehingga sang

Menurut beberapa hakim yang ada di pengadilan agama watampone,
mereka biasa menemukan kasus perceraian yang dahulunya mengajukan
dispensasi nikah. Di antaranya permohonan dispensasi nikah yang diajukan
setelah satu atau dua tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan menikah,
salah satu pihak dari mereka mengajukan lagi gugatan perceraian. Hakim

mengatakan bahwa mereka mengajukan dispensasi karena beberapa alasan,
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contohnya tidak adanya cinta, atau telah ada campur tangan keluarga dalam
hal ini adanya paksaan ketika mereka hendak dinikahkan.

Menurut pendapat dari salah satu hakim di Pengadilan Agama
Watampone beberapa kasus. yang. ditemukan mengenai perceraian akibat
pernikahan usia dini, ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi
nikah mengatakan bahwa alasan ‘ingin smenikah karena keduanya telah
saling mencintai. Namun, setelah dikabulkan mereka yang kemudian
mengajukan perceraian dengan alasan adanya paksaan dari orang tua ketika
ingin menikah sehingga tidak adanya rasa sayang menyayangi dalam hidup
berumah tangga. Ini berarti adanya ketidak jujuran dalam hal memberikan

jawaban ketika hakim memberikan pertanyaan kepada mereka.*®

C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan ‘Agama Teluk:Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00" Lintang
Selatan dan"101°02'-101°55' Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah
7.656,03 km? dengan ketinggian berkisar-25-30 meter diatas permukaan
laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran
dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan

%8 Skripsi Ummu Kalsum, ”Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di
Pengadilan Agama Watampone Kelas | A”(Watampone:UIN Alauddin Makassar,2017).hlm.65

56



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan
dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160

km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah

n. Pelalawan

Hulu Provinsi
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Gambar 1 Peta Kabupaten Kuantan Singimgi

10100 10115 101°30° 101°45"
i

KAB. KAMPAR

'
v' Kecamatan L@ Q E
|

v’ Kecamatan Cerenti
v’ Kecamatan Inuman

v Kecamatan Kuantan hilir

v Kecamatan Kuantan hilir seberang
v Kecamatan Pangean

v' Kecamatan Benai

%9 http://kuansing.go.id
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v Kecamatan Sentajo raya
v Kecamatan Kuantan tengah

v" Kecamatan Kuantan mudik

Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten
Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh
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keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan
tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam,

masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang

a pembentukan
kajian yang
angat ditunggu

an masyarakat

gadilan Agama

Pengadilan Agama

beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru.
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Bersamaan dengan itu pula, hakim yang pertama kali ditugaskan di

Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah Syahrullah. SHI., MH yang

sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Muzakir.

- Kamariah, SH sebagai Panitera Muda Hukum, sebelumnya menjabat
sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rengat.

- Fajri Nasrel Yasin, SH sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Ortala,
sebelumnya menjabat sebagai staff di Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru.
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- Miswan, SH sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan, sebelumnya
menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan.

- Febra Kurniawan Nur, SH sebagai Kasubbag Perencanaan, Tl dan

Agama Teluk
a bertugas di

teri, SH yang

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

- Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari
Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama

Teluk Kuantan.
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- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Teluk
Kuantan.

4. Wilayah Yurisdiksi
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5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Gambar 2. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan

g
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80 pa-telukkuantan.go.id
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6. Alamat Pengadilan Agama Teluk Kuantan

- JI. Proklamasi nomor 18, kel, sungai jering, Kec.Kuantan Tengah,
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PP Nomor 9
1974 tentang
us diajukan ke

. Maka, dalam

A

melaksanaan perk QQ
W
Dalam persidangan, he Unakan bahasa dan metode yang
mudah dimengerti, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak
tidak memakai atribut persidangan. Dalam persidangan, hakim harus
memberi nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang

tua/wali calon suami/isteri. Nasihat yang disampaikan hakim terkait

kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; keberlanjutan anak dalam

61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

66



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

menempuh wajib belajar 12 tahun; belum siapnya organ reproduksi anak;

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan

dan kekerasan dalam rumah tangga.

at (3) Perma
hakim perlu
engetahui dan

kesehatan dan

keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audiovisual jarak jauh di
pengadilan setempat atau ditempat lain; menyarankan agar anak didampingi
pendamping; meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja
sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu

perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak
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Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan menghadirkan penerjemah/orang

yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 17 Perma No. 5 Tahun 2019 disebutkan hakim dalam penetapan

2. Alasan/Pertimbangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Dalam
Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah
A. Faktor-faktor yang mendasari dalam pengambilan keputusan oleh
hakim mengenai Dispensasi Nikah

v Sesuai dengan aturan formil

52 Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili
permohonan dispensasi kawin
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v Domisili

v Tidak adanya larangan pernikahan

v" Kematangan dari segi sikap maupun finansial

<

v
v' Kemanfaatan
v' Kepastian hukum®
Bentuk dalam suatu putusan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas (permohonan).

& ibid
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Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah tentang
dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 3

penjelasan umum undang-undang nomor 7 tahun 1989 Sebagaimana

2006 dan terakhir

anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ
reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak
disarankan menunda perencanaan pernikahan tersebut hingga anak
tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah

sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu umur 19 tahun,
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akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah
memenuhi ketentuan pasal 12 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5

tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

menghadirkan anak

)
“I\“‘ . S a, dengan

Mahkamah

o

Menimbang, ba - dengar keterangan anak para pemohon,

Hakim tidak memakai atribut persidangan dengan demikian telah
memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi
kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah para

pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum
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berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para
pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran 2 tahun dan hubungan
keduanya sudah sangat intim dan sulit dipisahkan, kalau kedua nya tidak

segera m : wati : melakukan perbuatan

laran

<
Me n nya, para

5 \S
-}
S
o
—
o
o
QD
)
N

h pemohon 1
lah dicocokkan
kitab undang-
, sehingga telah

13 tahun 1985

lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat
pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2,P.3 dan P. 4, merupakan
fotokopi KTP atas nama para pemohon, anak pemohon, dan calon suami

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan
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yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkaranya;

Menimbang, bawa alat bukti P. 5 dan P. 6 merupakan fotokopi kartu

lulus sekolah dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti p.9 merupakan asli surat/ formulir
penolakan nikah atas nama Aulia Handayani (nama samaran), yang
Memberi bukti bahwa anak pemohon sudah mendaftarkan pernikahan
anak pemohon ke kantor urusan agama Kecamatan, namun oleh pihak

KUA menolak karena anak pemohon belum memenuhi syarat usia
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pernikahan yaitu 19 tahun, sehingga membutuhkan penetapan dari

pengadilan agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 10 merupakan fotokopi surat

permohonan para pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud
pasal 306 sampai pasal 309 R. BG Jo pasal 1908 KUH perdata;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan tersebut
Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bawa pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah

kabupaten Kuantan Singingi
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- Bahwa Aulia Handayani binti suripto ( nama samaran) adalah

anak kandung para pemohon

- Bahwa Aulia Handayani binti suripto (nama samaran) akan

dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak
ada perasaan terpaksa

- Bahwa di depan persidangan Aulia Handayani binti suripto (nama
samaran) dan Randy Pangestu Bin Bambang (nama samaran)
menampakan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah

tangga, karena Aulia Handayani binti suripto (nama samaran) siap
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menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami

sedangkan Randy Pangestu Bin Bambang ( nama samaran) sudah

siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga,

Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing
dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah
ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim

mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:
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Menimbang, bahwa para pemohon dan anak para pemohon
bertempat tinggal di wilayah Teluk Kuantan maka Hakim berpendapat

Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara relatif

ini dapat diterima;

Menimbang, bawa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan
dengan fakta bahwa anak para pemohon masih berumur 18 tahun maka
anak para pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi
dari pengadilan agama Teluk Kuantan setelah terbukti alasan

mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;
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Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan

dispensasi kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 peraturan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas
bahwa para anak para pemohon dan calon suami telah berpacaran selama
lebih kurang 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan
sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah bertunangan sejak bulan

Januari 2022;
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Menimbang, bawa Hakim berpendapat bahwa Apabila anak para
pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat

menimbulkan kerugian bagi anak para pemohon dan calon suaminya

74 ter g perkawinan, yang

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa
antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan
perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 kompilasi hukum
Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah

sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 16 ayat 1 kompilasi hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti

c
“
g
”
-."

s

5 ‘;“

dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti,
mengamati dan menilai terhadap keterangan para pemohon, anak para
pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan
serta fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat

bahwa kondisi anak para pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya
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kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya,
ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,
Meskipun tidak se ideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai
yang telah mencapairusia _perkawinan yang Hakim berkeyakinan anak
para pemohon mempunyai Kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani
kehidupan perkawinan-dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bawa Selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan
kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas ternyata calon
suaminya telah berumur 20 tahun sehingga Telah Dewasa dan sudah siap
bertanggung jawab sebagai seorang suami.dan kepala rumah tangga,
sudah bekerja sebagai petani (memanen sawit) dengan penghasilan rata-
rata sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bawa-berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para pemohon dengan calon
suaminya sudah sangat mendesak untuk Segera dilaksanakan agar tidak
menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini" sejalan dengan Qa'idah
Fighiyah di bawah ini'yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim;
“Menolak Kerusakan Lebih Di Dahulukan Dari Pada Mengambil
Kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim
berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para pemohon telah
sesuai dengan ketentuan pasal 16 peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor

5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin
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dan peraturan perundang-undangan yang terkait, Oleh karena itu

permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang

eluk Kuantan 2018

No Jumlah Keterangan
1 | Cerai Gugat 33 Perkara
2 | Cerai Talak 17 Perkara
3 | Kewarisan 0 Perkara
4 | Istbat Nikah 6 Perkara
5 | Penguasaan Anak Dan Adopsi/Hadhona 1 Perkara
6 | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali 0 Perkara
7 | Poligami 0 Perkara
8 | Wali Adhol 0 Perkara
9 | Pembagian Harta Gono Gini 0 Perkara

4 PENETAPAN Nomor 64/Pdt.P/2022/PA. Tk
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10 | Dispensasi Nikah 2 Perkara
11 | Pembatalan Nikah 0 Perkara
12 | Penetapan Ahli Waris 0 Perkara
13 | Pencegahan Perkawinan 0 Perkara
14 | Perwalian 0 Perkara
15 | Lain-Lain 0 Perkara
JUMLAH 59 Perkara®
Tabel 3. Data perkara pengadilan Agama Teluk Kuantan 2019
No Jenis Perkara Jumlah Perkara
1 |.Cerai Gugat 311 Perkara
2 | Cerai Talak 104 Perkara
3 | Kewarisan e Perkara
4 | Istbat Nikah 69 Perkara
5 | Penguasaan Anak Dan Adopsi/Hadhona 1 Perkara
6 | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali 0 Perkara
7 | Poligami 3 Perkara
8 | Wali Adhaol 1 Perkara
9 | Pembagian Harta. Gono Gini 1 Perkara
10 | Dispensasi Nikah 28 Perkara
11 | Pembatalan Nikah 0 Perkara
12 | Penetapan Ahli'Waris P Perkara
13 | Pencegahan Perkawinan 0 Perkara
14 | Perwalian 2 Perkara
15 | Ekonomi Sya’riah 1 Perkara
16 | Lain-Lain 3 Perkara
Jumlah 521 Perkara®®
Tabel 4. Data Perkara Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020
No Jenis Perkara Jumlah Keterangan
1 Izin Poligami 1 Perkara
2 | Pencegahan Perkawinan - Perkara
3 Penolakan Perkawinan - Perkara
4 | Pembatalan Perkawinan - Perkara
S Kelalaian Atas perkawinan Suami/istri - Perkara
6 | Cerai Talak 118 Perkara
7 | Cerai Gugat 342 Perkara

8 Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2018
% | aporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2019
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Harta Bersama

Perkara

Penguasaan Anak

Perkara

10

Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak
Mampu

Perkara

Hak-Hak Bekas Isteri / Kewajiban Be
Suami

‘Q’i“n“‘
saan Orang._ .~

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara®’

No Jenis Perkara Jumlah Keterangan
1 | Cerai Gugat 373 Perkara
2 | Cerai Talak 131 Perkara
3 | Kewarisan 6 Perkara
4 | Istbat Nikah 56 Perkara
5 | Penguasaan Anak Adopsi/Hadhonah 2 Perkara
6 | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali 0 Perkara
7 | Poligami 3 Perkara

57 Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2020
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8 | Wali Adhol 0 Perkara
9 | Pembagian Harta Gono Gini 7 Perkara
10 | Dispensasi Nikah 99 Perkara
11 | Pembatalan Nikah 0 Perkara
12 | Penetapa li Waris 12 Perkara
13 | Pe i 0 Perkara
14 Perkara
Perkara
Perkara®®
W )
tz% g.’a\ erceraian di
peng n
T antan 2022
No Jenis Perk = Keterangan
1 = ®- Perkara
2 aian ® _ Perkara
\ Perkara®
4. Persyar rm w )D ah Pengadilan
ANB
Aga 3
e Surat asi. intunjukan kepada ketua
pengadila rapi dikertas ukuran

Ad/kwarto) di b

e di serahkan dalam bentuk CD

atau menggunakan Flash disk

Foto copi kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua/wali (para

pemohon), rangkap 1,di leges di kantor pos (surat keterangan

ghaib/surat kematian jika salah satu orang tua / keduanya ghaib atau

58 Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2021
59 Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2022
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meninggal dunia, Penetapan hadhanah/hak asuh anak jika di ajukan

hanya oleh salah satu orang tua yang telah bercerai, penetapan

perwalian jika di ajukan oleh wali

<z
Dampak sec Q @ ‘ W ur(belum usia matang sesuai
AN

undang-undang No . Perkawinan di bawah umur ini
mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam
memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan
kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga.

Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan

dibawah umur antara lain :

0 1bid
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e Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu

pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh

di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan
melainkan beresiko tinggi.

e Segi kelangsungan rumah tangga

"1 Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Pernikahan Dini dan Permasalahannya, Jurnal Sari
Pediatri Vol.11, FK UNPAD, Bandang, h.138
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Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat

kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin

besar

a mempunyai
, atau kepala
lebih banyak
jgung keluarga
karena biaya

dan kemudian

e Segi domestik

Ketidak setaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan
anak.Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk
menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan
seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian

pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali
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menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung

tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak

N_rasa_aman idang sosial maupun

“!!‘d‘“ .bao jauh usianya
I 5 -ap akibat

val
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erutama dalam
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mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang
tinggi. Ada beberapa maslah yang timbul dalam kehidupan pasangan
suami isteri yakni:

(a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan

(b) Perselisihan mengenai Hak dan Kewajiban

e Dampak terhadap anak-anaknya
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Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda
atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak

pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah

muda pada anak-anaknya.

“'“m“‘ .Qa sawah umur

perceraian itu

mentara waktu

perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-
masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar
maka sudah barabg tentu akan menguntungkan orang tua masing-
masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka

tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal

72 Sation Usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberti, Yogyakarta,h.64
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ini mengakibatkan betambahnya biaya hidup dan yang paling parah

lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika

terjadi di berbagai daerah, begitupun di wilayah taluk kuantan. Perkara
perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Taluk Kuantan terjadi cukup
banyak dari tiap-tiap tahunnya. Jumlah perkara pertahunnya hingga

mencapai angka Ratusan apalagi di tinjau dari tahun 2018 - 2022 angka

3 it
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kasus perceraian terus meningkat. Adapun data-data perceraian yang

ditemukan oleh peneliti di pengadilan

Agama teluk kuantan sejak tahun 2018 hingga juni 2022 dapat dilihat

pada tabel 1.6 dirbawah ini setiap tahun-nya terus meningkat.

Tabel 7. Data Peningkatan Angka Perceraian Pengadilan Agama Teluk

Kuantan 2018,2019,2020,2021 dan.2022

No Tahun Jumlah Keterangan

1 | Tahun 2018 Cerai talak/Cerai gugat 50 Perkara

2 | Tahun 2019 Cerai talak/Cerai gugat 415 Perkara

3 | Tahun 2020 Cerai talak/Cerai gugat 460 Perkara

4 | Tahun 2021 Cerai talak/Cerai gugat 504 Perkara

5 |Januari 2022 - juni 2022 Cerai | 270 Perkara’
talak/Cerai gugat

Berdasarkan hasil yang di temukan penulis di lapangan, penulis telah
melakukan penelitian~ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta telah
menjalin silahturahmi bersama wakil ketua Pengadilan Agama Teluk
Kuantan vyaitu ibu Genius Virades, S.H. dan beliau terutama
memperknalkan .diri" terlebih, dahulu “begitu pun penulis juga
memperkenalkan diriserta.menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan
penulis dengan mengantongi selembar surat pengantar penelitian yang telah
di tanda tangan Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Riau.”

Seteleh masuk pada topik pembahasan mengenai tujuan kedatangan
penulis menanyakan mengenai peningkatan angka perceraian sejak tahun

2018-2022 “Berdasarkan fonomena yang terjadi di wilayah Hukum

74 Laporan tahunan pengadilan agama teluk kuantan 2018,2019,2020,2021 dan 2022
75 Data Pengadilan Agama Teluk Kuantan
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Pengadilan  Agama  Teluk Kuantan beberapa media lokal
menginformasikan/memberitakan bahwasanya sejak tahun 2018 angka
perceraian di Kabupaten Kuantan Singingi meningkat bagai mana hal
demikian menurut thu wakil ketua pengadilan”. Sesuai dengan isi tabel 1.6
di atas, dan wakil ketua pengadilan Agama Teluk Kuantan Membenarkan
hal demikian. “Sebelumnya: terimakasinikami ucapkan kepada penulis telah
menyempat kan diri dan memilih Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai
tempat penelitian, Serta peduli dengan Isu-isu yang berkmbang di dalam
masyarakat kita Kab. Kuantan Singingi saya pribadi Mengapresiasi Hal
yang demikian. Baik memang sejak tahun 2018 angka perceraian di kab.
Kuantan.~Singingl terus meningkat sesuai dengan apa yang telah di
beritakan oleh beberapa media lokal kabupaten kuantan singingi sesuai
data yang ada angkarperceraian di tahun 2018 di angka 50 perkara , di
tahun 2019 terdapat 415 perkara, di tahun 2020 di angka 460 perkara , di
tahun 2021 yaitu terdapat 504 perkara dan di januari 2022 s/d juni 2022
terdapat 217 perkara perceraian. Jadi pada intinya mengenai informasi
yang di beritakan media.lokal. memang benar bahwa setiap tahun di
wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan angka peceraian terus
meningkat”. Pada pernyataan mengenai pertanyaan penulis pertama ibu
wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan membenarkan hal demikian.
Dan penulis lanjut pada pertanyaan yang kedua “pada karya ilmiah yang
telah di rancang atau di susun oleh penulis, peningkatan angka perceraian

penulis kaitkan dengan peningkatan angka permohonan Dispensasi Nikah
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yang mana hal demikian juga mengalami peningkatan sama hal nya dengan
peningkatan angka perceraian yang mana pada tahun 2018 terdapat 2
perkara,2019 terdapat 21 perkara, pada tahun 2020 terdapat 76 perkara,
pada tahun-2021 terdapat. 99 perkara-dan pada januari s/d juni 2022
terdapat 38 perkara permohonan Dispensasi Nikah. Data ini penulis kutip
dari laporan tahunan Pengadilan Agama, Teluk Kuantan melalui whapsaid
Resmi Pengadilan yang telah penulis telusuri beberapa waktu lalu, jadi
pertanyaan penulis bagaimanakah mengenai peningkatan hal demikian”.
Responden menjawab mengenai hal demikian. “Pada undang-undang no 1
tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 di jelaskan mengenai batasan minimal usia
perkawinan yang di perbolehkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun bagi
laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan telah di revisi ke undang-
undang no 16 tahun 2019 yang mana batasan minimal'umur menikah yaitu
19 tahun bagt laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan terdapat pada pasal 7
ayat 1. Akan tetapi terdapat pengecualian pada pasal 7 ayat 2 nya jika
terjadi suatu “penyimpangan ayat (1) dapat meminta dispensasi ke
pengadilan dengan alasan.sangat mendesak, dengan syarat dan prosedur
nantinya, pasal 7 ayat 2 lah dasar dari permohonan dispensasi nikah di
bawah umur, dan benar sejak tahun 2018 hingga saat ini angka
permohonan Dispensasi nilkah juga meningkat, walaupun demikian saya
Pribadi mengapresiasi akan kesadaran masyarakat yang telah mengajukan
permohonan dispensasi nikah dan mencatatkan pernikahan nya di

pengadilan agama mengapa demikian itu berarti masyarakat yang
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mengajukan permohonan tentunya karena satu hal yaitu patuh akan
Hukum/peraturan perundang-undangan, mengapa demikian , jika mereka
nikah sirih dan kita tidak akan tau hal demikian ntah berapa banyak orang
yang tidak melakukan permohonan dispensasi nikah. Jika hal ini terjadi ini
sangat di sayangkan karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak
perempuan, jika terjadic hal Syang s tidak-tidak bagaimana nantinya
sedangkan dasar dari perikatan hukum yang kita jalin tidak ada , di
contohkan saja pada pencatan akta lahir anak, jika tidak tercatat di
pengadilan pada akte kelahiran anak tidak di cantum kan nama ayah dari
anak tersebut, pada akte nanti nya akan tertulis bahwa anak tersebut
merupakan anak biologis, selain itu jika terjadi perceraian dan pelaku
sudah berharta akan tetapi nikah nya dulu tidak tercatat di pengadilan
agama , ini akan dapat menjadi penghalang pembagian harta nantinya
menurut Undang-undang dan masih banyak lagi lainnya dampak yang akan
timbul jika nikah tidak tercatat di pengadilan. Kembali ke angka
peningkatan nya , memang benar peninkatan nya bahkan puluhan kali lipat.
Sebelum mengadili “atau. memutuskan suatu perkara permohonan
dispensasi, hakim menilai dan melalui berbagai pertimbangan dengan
melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan ”

Responden ibu wakil ketua pengadilan agama teluk kuantan
membenarkan mengenai rincian angka yang di paparkan oleh penulis. Dan
penulis melanjutkan menanyakan pertanyaan selanjutnya mengenai dampak,

“ Bagaimanakah dampak peningkatan angka dispensasi nikah terhadap
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peningkatan  angaka perceraian”. Mengenai dampak peningkatan
permohonan dispensasi nikah terhadap peningkatan angka percerain. “Di
tinjau dari peningkatan kedua nya tentu saling berkaitan apa lagi hal- hal
yang akan_di temukan setelah berumah.tangga oleh pelaku nikah di bawah
umur nanti nya akan banyak terdapat tekanan-tekanan baik itu mengenai
ekonomi, sosial , budaya;mental, fisikis, pisikologis, dan kewajiban di dalam
kehidupan rumah tangga nanti nya , sama-sama kita ketahui jika umur
belum matang untuk menikah akan tetapi melangsungkan pernikahan kedua
nya akan rentan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga akibat
karena belum matang nya usia dan mereka masih. [abil, dan dapat berujung
akibat fatal yaitu perceraian, sangat di sayangkan sekali. untuk berapa
angka perceraian nikah usia dini belum bisa di sajikan secara instan akan
tetapi sama-sama kita ketahui di luar sana banyak terdapat laki-laki
maupun perempuan yang masih mudah akan tetapi sudah berstatus duda
dan janda bahkan di usia muda menjadi janda dan sudah memiliki anak hal
ini berdampak" terhadap angka perceraian . kadang kala ada beberapa
pelaku yang nikah dispensasi yang telah bercerai secara lisan tetapi tidak
mengurus akta perceraian nya ke pengadilan™

Selain hasil di atas pada saat perbincangan/percakapan dengan ibu wakil
ketua pengadilan juga menyampaikan bahwa untuk saat ini yang termasuk
faktor perceraian terbesar untuk saat ini yaitu masalah perselingkuhan tidak
hanya istri menggungat suami malahan seimbang dengan suami yang

menggugat istri. Dan juga berdasarkah perkara yang masuk ke pengadilan
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agama teluk kuantan sepanjang bulan januari 2022 s/d juni 2022, 50%
perkara yang masuk yaitu pekara dispensasi nikah.®

Selain wawancara dengan pihak pengadilan penulis juga melakukan
wawancara.dengan beberapa pelaku_nikah di bawah.umur dengan tujuan
mengetahui bagaimana, dan apa yang menjadi sebab serta apa saja hal yang
di rasakan setelah melangsungkan pernikahan dini.

Tabel 8. Pelaku Nikah di Bawah Umur Yang di Wawancarai

No | Inisial pelaku suami dan isri Usia perkawinan Keterangan

1 | Suami W (18 Tn) istri N (16 Th) | 1 tahun Bercerai

2 | Suami A (19 Th) istri D (17 Th) |2 tahun 1 bulan (satu Bercerai
orang anak)

3 | Suami R (18 Th) istri P (16 Th) | 1 tahun. 11 bulan (satu Bercerai
orang anak)

4 | SwamiR (20 Th)istri F (17 Th) | 1% tahun 9+ bulan Langgeng
(satu orang anak)

5 | Suami | (18 Th) istri D (18 Th) 2 tahun 3 bulan Langgeng’’

Pada kesempatan beberapa-waktu 'lalu penulis mendatangi pelaku nikah
di bawah umur untuk menjalin silahturahmi dan mengajukan beberapa
pertanyaan mengenal bagaimana dan apa dampak positif dan negatif serta
apa yang mereka temukan dalam kehidupan setelah memutuskan untuk
menikah di bawah umur dan“menjalankan kehidupan rumah tangga. Yang
mana pertanyaan yang penulis sampai kan kepada 5 pasangan suami istri
pelaku di bawah umur antara lain :
v/ Apakah alasan untuk memilih dan memutuskan melangsungkan

pernikahan di usia dini ?

76 Wawancara langsung dengan wakil ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan
7 Wawancara pelaku nikah di bawah umur
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v" Berapakah umur pernikahan ?
v Bagaimana kah pandangan keluarga ketika ingin melangsungkan

pernikahan ?

i dan istri setelah

3 pertanyan
elangsungkan

udah memiliki

jawaban di antaranya hampir sama “berkerja keras untuk memenuhi
kebutuhan , ada kadang kala minta bantuan kepada orang tua, tidak lagi
memilih-milih pekerjaan (kerja kasar/kerja ringan) dan ada pada awal
pernikahan sanggup untuk bekerja keras dan semakin lama semakin malas-
malasan dan berujung tidak bisa untuk memenuhi kehidupan rumah

tangga”. Tiga tipe yang penulis temukan yaitu orang rajin,pemalas dan
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manja kepada orang tua. Ketiga apa alasan perceraian?. Dalam pertanyaan
ini penulis mendapat 5 jawaban di antara nya: “Belum sanggup bekerja,

labil, pertengkaran terus menerus, istri yang belum bisa menjalankan

qa ak.pengadilan dan juga pelaku
nikah di bawah umu ‘ ﬂ}_“_,ﬁ' a nikah di bawah umur akan
mengakibatkan dampak pada kehidupan rumah tangga yang kurang
harmonis karena kematangan usia sangatlah penting sebelum memilih untuk
melangsungkan perkawinan agar tidak berujung pada hal yang tidak di

inginkan yaitu peceraian.

78 Wawancara Langsung Dengan Pelaku Nikah Di Bawah Umur
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Orang tua yang memberi izin serta yang mengajukan permohonan

dispensasi tentunya tidak bisa lepas akan apa-apa saja hal dan masalah yang

akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga anak nya , terkadang hal ini
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dispensasi We ur terhada rce bagai berikit:

1. : 0 1 tahun 1974 jo 0 0 16 tahun 2019

bagi perempuan. akan tetapi walaupun demikian terdapat pengecualian
pada ayat 2 undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut sebagai mana
dengan bunyi . ”Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan
umur sebagaimana di maksud pada ayat(1), orang tua pihak pria/atau

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan

sangat mendesak di sertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.

101



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Undang-undang no ltahun 1974 jo undang-undang no 16 tahun 2019

merupakan dasar peraturan dalam penulisan dan pemaparan penulisan

karya ilmiah ini.

sekolah anak rangkap 1 di leges di kantor pos.(g).membayar panjar biaya
perkara. Alasan serta pertimimbangan hukum dalam mengadili
pemohomn dispensasi nikah di bawah umur. Faktor-faktor yang
mendasari dalam pengambilan keputusan oleh hakim mengenai
Dispensasi Nikah, Sesuai dengan aturan formil,Domisili, Tidak adanya

larangan pernikahan,Kematangan dari segi sikap maupun finansial,
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Keinginan atau persetujuan kedua bela pihak, Dalam keadaan

terdesak,Maslaha mursalah. Berdasarkan asas Kepentingan terbaik anak

v Hak hidup dan berkembang anak

hak dan kewajiban nya masing-masing. Dampak nikah di bawah umur
ini secara umum di antara nya, mengalami masalah terkait pendidikan
seperti putus sekolah, maslah belum matang secara mental untuk
berumah tangga, secara medis menyebabkan persoalan kesehatan
produksi bagi wanita, rentan terhadap KDRT, dan perceraian.

Berdasarkan penggabungan antara data serta fakta yang ada dan
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wawancara dengan beberapa responden pihak pengadilan dan juga

pelaku nikah di bawah umur di temukan bahwasanya nikah di bawah

umur akan mengakibat kan dampak pada kehidupan rumah tangga yang

dapat menjauhi anak dari pergaulan yang tidak baik.

. Hendaknya orang tua memberikan bimbingan dan pendidikan kepada

anak mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah

tangga sejahterah dan hidup bahagia.

. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor ekonomi merupakan

faktor penyebab terjadinya perceraian dan pihak orang ketiga. Dan
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masalah ekonomi di dalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan
oleh setiap pelaku rumah tangga, oleh karena itu kita sebagai orang

muslimin dan muslihat yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang

adakan nya sua ; ang A e masyarakat
secara umum dé <olah mulai daru se akan dampak
yang akan anak _"_"" Y memi ntuk serta menikahkan

anak sebelu
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